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ABSTRAK

Menurut Ateng Syadruin wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup
tindakan pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah,
tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta
distrubusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Teori
kewenangan membagi kewenanangan menjadi tiga yaitu atribusi, delegasi dan mandat.
Contoh kewenangan atribusi adalah kewenanangan yang dimiliki oleh Presiden. Presiden
memiliki kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berdasarkan konstitusi
yang didalamnya termuat sistem pemerintahan yang dianut. Konstitusi merupakan UUD
dalam bentuk tertulis, sedangkan sistem pemerintahan merupakan suatu kesatuan yang
mempelajari tentang hubungan antar lembaga negara dan kewenangannya. Untuk melihat
kewenangan yang dimiliki presiden maka dapat dilihat dari konstitusi yang berlaku dan
sistem pemerintahan yang dianut. Kewenangan Presiden ini mempengaruhi kewenangan dari
Wakil Presiden dan Menteri Negara. Kedua lembaga negara ini yang akan membantu
presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Kewenangan Wakil Presiden dan Menteri Negara. Untuk melihat bagaimana kewenangan
Wakil Presiden itu dilihat dari kewenangan Presiden itu sendiri. Kewenangan Wakil Presiden
tergantunng dari Presiden. Sehingga kewenangan yang dimiliki oleh Wakil Presiden adalah
termasuk jenis kewenangan mandat. Kewenangan mandat ini merupakan perintah untuk
melaksanakan, dapat dilakukan secara tertulis dan lisan, mengenai pertanggungjawaban akan
ditanggung oleh pemberi mandat. Melalui praktek ketatanegaraan tindakan Wakil Presiden
dilaporkan kepada Presiden dan Presidenlah yang bertangungjawab. Sedangkan kewenangan
Menteri dalam membantu Presiden merupakan kewenangan delegasi. Kewenangan delegasi
berasal dari kewenangan atribusi dan yang bertanggungjawab adalah penerima delegasi.
Menteri membantu Presiden perbidang urusan pemerintahan dan Menteri dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Hubungan kewenangan antara Wakil Presiden dan Menteri Negara. Hubungan kewenangan
diantara dua lembaga negara ini dilihat dari sistem pemerintahan yang dianutnya. Sistem
pemerintahan presidensial yang dianut oleh UUD 1945 membuat Wakil Presiden membantu
Presiden secara keseluruhan jabatannya sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Menteri
membantu Presiden perbidang urusan pemerintahan. Maka Wakil Presiden dapat mengawasi
kinerja Menteri. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer tidak mengenal jabatan Wakil
Presiden. Untuk mengatur mengenai kewenangan Wakil Presiden dan hubungan kewenangan
antara Wakil Presiden dan Menteri Negara perlu diatur dalam sebuah Peraturan Presiden.

Kata Kunci : Kewenangan, Sistem Pemerintahan, Konstitusi, Wakil Presiden, Menteri
Negara.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, hal itu tersurat pada pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Stahl, negara hukum memiliki unsur
perlindungan HAM, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-
hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peradilan
administrasi dalam perselisihan'. Negara hukum memiliki unsur diantaranya adalah
pemisahan atau pembagian kekuasaan, menurut Monstesquieu yang
mengungkapkan tentang ajaran pemencaran dan pemisahan kekuasaan dibagi
menjadi eksekutif, legisltaif dan yudikatif. Eksekutif merupakan kekuasaan yang
berfungsi untuk menjalankan undang-undang. Eksekutif merupakan pemerintahan
dalam arti sempit. Dalam menjalankan fungsinya, eksekutif harus berdasarkan
undang-undang sebagaimana hakekat dari negara hukum itu sendiri.

Di Indonesia, pengaturan tentang kekuasaan eksekutif diatur dalam
konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945.
Kekuasaan eksekutif berdasarkan UUD 1945 adalah Presiden, Wakil Presiden,
Menteri dan kepala daerah. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, menyatakan
bahwa :

“Presiden Republik ™nesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-Undang Dasar”

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUD 1945 diatas, maka kewenangan yang dimiliki
presiden sangatlah luas, dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan.
Kewenangan menurut H.D.Stout adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang
secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum
publik?. Dalam pengertian tersebut menjelaskan tentang kewenangan yang
diberikan oleh pembuat undang-undang atau disebut dengan kewenangan atribusi.

Kewenangan atribusi menurut Indroharto adalah kewenangan yang dapat

! Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2006), hlm 3.
21d, him 98.



melahirkan atau menciptakan kewenangan baru®. Dikaitkan dengan pasal 4 ayat (1)
UUD 1945 maka presiden sebagai kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan
yang luas, melimpahkan kewenangannya ini kepada organ atau pejabat negara lain.
Selain di limpahkannya kewenangan presiden kepada pejabat negara lainnya,
pembuat undang-undang juga menyadari bahwa presiden membutuhkan bantuan
untuk melaksanakan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan. Dalam pasal 4
ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) UUD 1945, presiden dibantu oleh wakil presiden dan
menteri negara. Kedua lembaga negara ini mendapat kewenangan tersebut dari
pembuat undang-undang sehingga dikualifikasikan sebagai kewenangan atribusi.

Berdasarkan UUD 1945 presiden adalah kepala negara dan kepala
pemerintahan, hal tersebut merupakan ciri dari sistem pemerintahan presidensial.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, posisi presiden adalah hal yang sangat
penting dan mempunyai pengaruh yang besar. Dalam menjalankan pemerintahan,
presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri
negara bertanggung jawab kepada presiden. Menteri negara yang membantu
presiden menjalankan pemerintahan. Namun selain dibantu oleh menteri negara,
presiden juga dibantu oleh wakil presiden.

Hubungan wakil presiden dan menteri negara dalam membantu presiden. Sifat
pembantuan dari wakil presiden berbeda dengan menteri negara. Hal tersebut dapat
dilihat dari persyaratan, cara pemilihan, cara pengangkatan, pemberhentian dan
pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) UUD 1945 wakil presiden
membantu presiden sebagai wakil kepala pemerintahan. Sedangkan berdasarkan
pasal 17 ayat (1) dan (3) UUD 1945, Menteri negara membantu presiden dan setiap
menteri negara membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pengaturan
tentang kewenangan menteri negara diatur lebih lanjut pada Undang-Undang
Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sedangkan untuk wakil
presiden tidak ada Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan.

Pengaturan kewenangan wakil presiden dalam pasal 4 ayat (2) UUD 1945 tidak

mempunyai batasan yuridis. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya penjelasan
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pasal tersebut. Dalam amandemen UUD 1945, pasal 4 ayat (2) ini tidak pernah
mengalami amandemen. Sehingga batasan yuridis dari kewenangan wakil presiden
dalam membantu presiden tidak ada. Hal tersebut dalam praktek terjadi konflik,
dimana terjadi tumpang tindih kewenangan antara wakil presiden dan menteri
negara.

Permasalahan antara Wakil Presiden dan menteri terjadi pada masa Presiden
Joko Widodo. Permasalahannya adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta
Menteri koordinator Kemaritiman Rizal Ramli untuk mempelajari konteks sebelum
mengkritisi sesuatu. Permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu disampaikan terkait
kritik Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli atas pembelian pesawat oleh
Garuda Indonesia. Namun menanggapi komentar Wakil Presiden Jusuf Kalla,
Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli justru menantang sang Wakil
Presiden berdiskusi di depan umum?®. Permasalahan ini mengundang Irman Gusman
untuk berpendapat. Dalam wawancaranya Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman
Gusman mengatakan bahwa seakan-akan peran wakil presiden sama dengan
menteri, karena hal itulah perlu diperjelas kewenangan wakil presiden dalam sistem
pemerintahan Presidensil. Beliau mengusulkan untuk melakukan amandemen UUD
1945 yang ke lima®.

Dalam praktek ketatanegaraan, Peran menteri negara lebih dirasakan oleh
masyarakat dibanding dengan peran wakil presiden. Sedangkan berdasarkan UUD
1945 kewenangan wakil presiden lebih luas dibanding dengan menteri negara. Hal
tersebut menjadi pertanyaan peneliti tentang bagaimana kewenangan wakil presiden
dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dikaitkan dengan sistem pemerintahan
karena Indonesia telah beberapa kali mengubah sistem pemerintahannya. Menurut
sejarah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia pada Konstitusi RIS menganut
sistem pemerintahan parlementer, UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan

quasi presidensial dan UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial.

4 Jokowi Jawab Kritik Rizal Ramli: Tugas MENKO cari solusi, CNN Indonesia,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150819124359-20-73101/jokowi-jawab-kritik-rizal-
ramli-tugas-menko-cari-solusi , di akses pada 24 januari 2019, pukul 10:19 wib.

SBd, Peran dan Fungsi Wapres dari Zaman Sukarno sampai Jokowi, Diakses di
http://news.detik.com/berita/2999768/peran-dan-fungsi-wapres-dari-zaman-sukarno-sampai-
jokowi , pada 11 november 2018, pukul 17:44 wib.
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Sistem pemerintahan ini berpengaruh pada kewenangan wakil presiden. Dimana
dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan yang dibantu oleh wakil presiden. Untuk itu peneliti mengaitkan
kewenangan wakil presiden dengan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan
konstitusi yang pernah berlaku.

Kewenangan wakil presiden yang tidak mempunyai batasan yuridis ini dikaitkan
dengan kewenangan menteri negara. Dimana menteri negara juga membantu
presiden dalam menjalankan pemerintahan. Lalu bagaimana kewenangan antara
wakil presiden dan menteri negara dalam membantu presiden. Kewenangan menteri
negara ini telah memperoleh kejelasan yuridis, yaitu menteri negara membidangi
urusan tertentu dalam pemerintahan, lalu bagaimana dengan kewenangan wakil
presiden dalam urusan pemerintahan. Untuk itu membahas tentang kewenangan
wakil presiden haruslah dikaitkan dengan kewenangan menteri negara.

Identifikasi masalah kedua peneliti adalah bagaimana hubungan wakil presiden
dan menteri negara dalam sistem pemerintahan. Sebagaimana telah diketahui bahwa
kedua lembaga ini membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan,
bagaimana hubungan kewenangan kedua lembaga negara ini dalam membantu
presiden. Hubungan kedua lembaga negara ini dikaitkan pula dengan sistem
pemerintahan yang berlaku. Dalam sistem pemerintahan parlementer menteri
negara bertanggung jawab kepada DPR, sedangkan dalam sistem pemerintahan
presidensial, presiden mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri negara serta menteri negara bertanggung jawab kepada
presiden. Untuk itu sistem pemerintahan merupakan unsur yang mempengaruhi
hubungan antara menteri dan presiden.

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang
sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku,
kewenangan wakil presiden dan menteri negara, serta hubungan antara wakil
presiden dan menteri negara dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini
akan menjadi saran bagi Lembaga Kepresidenan untuk membuat kejelasan yuridis

mengenai kewenangan yang dimiliki oleh wakil presiden. Serta dapat menjadi acuan



pengetahuan dan tindakan bagi Presiden untuk membuat lembaga kepresidenan
berjalan dengan baik dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.
1.2. IDENTIFIKASI MASALAH
1) Bagaimana kewenangan Wakil Presiden dan Menteri Negara dalam
sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah dan
sedang berlaku di Indonesia?
2) Bagaimana hubungan kewenangan antara Wakil Presiden dan Menteri
Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia?
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1.3.1. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan dengan identifikasi masalah diatas, maka tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Kewenangan Wakil Presiden
dan Menteri Negara berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku
di Indonesia serta hubungan kewenangan antara wakil presiden dan menteri
negara berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia.
1.3.2.MANFAAT PENELITIAN
Manfaat penelitian yang dicapai adalah :
1.3.2.1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan untuk membuat peraturan perundang-undangan dan
mengambil kebijakan dalam sistem pemerintahan Indonesia,
terutama mengenai kewenangan wakil presiden dan menteri negara.
1.3.2.2.Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu
pertimbangan Presiden mengenai pembuatan Peraturan
Presiden tentang kewenangan wakil presiden. Manfaat
lainnya adalah untuk menjadi bahan pertimbangan
presiden dalam mengatur dan mengambil kebijakan
mengenai hubungan kewenangan wakil presiden dan
menteri negara dalam menjalankan pemerintahan

Indonesia.



1.4. METODE PENELITIAN
1.4.1. Sifat Penelitian
Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis.
Penelitian Deskriptif analitis adalah sifat penelitian yang berorientasi pada
pemecahan masalah. Dimana objek yang diteliti ini bukan hanya dijabarkan
secara deskriptif namun juga di analisis.
1.4.2. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan :
a. Metode Pendekatan Yuridis Normatif.
Dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang akan diteliti adalah
sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia 1945,Konstitusi RIS, UUDS 1950,
Amandemen UUD 1945, mengenai kewenangan yang dimiliki
oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara.
b. Metode Pendekatan Historis
Dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang akan diteliti adalah
sejarah bagaimana praktek ketatanegaraan tentang kewenangan
wakil presiden dan menteri negara dalam sistem pemerintahan
Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku
di Indonesia.
c. Metode Pendekatan Komparatif
Dalam penelitian ini membandingkan perbedaan dan persamaan
peraturan tentang kewenangan Wakil Presiden dan Menteri
Negara dalam sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi yang
pernah dan sedang berlaku di Indonesia.
d. Metode Pendekatan Filosofis
Metode pendekatan filosofis ini untuk menganalisis dan
mengkritisi makna dari suatu hal. Dalam hal ini adalah sistem

pemerintahan Indonesia, serta kewenangan wakil Presiden dan



1.5.

menteri negara berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang

berlaku di Indonesia.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan yang akan dilakukan oleh
peneliti meliputi :
A. Bahan Hukum Primer
e Undang-Undang Dasar 1945
e Konstitusi RIS
e UUDS 1950
¢ Amandemen UUD 1945
e Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementrian Negara
e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Negara
e Peraturan Presiden
e Peraturan Menteri
B. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum
primer dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan
primer yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-
buku, doktrin, karya ilmiah para sarjana, makalah, jurnal.
C. Bahan Hukum Tersier
e Enskilopedia
e Koran
e Kamus Bahasa Indonesia
1.4.4. Teknik Analisa Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa yuridis
analitis secara kualitatif dan cara berfikir deduktif-induktif.

Sistematika Penulisan



BAB 1

BAB 2

BAB3

BAB 4

BAB S5

: Pada BAB 1 ini berisikan tentang latar belakang masalah,
identifikasi masalah, tujuan dan manfat penelitian, metode
peneltitian yang terdiri dari sifat penelitian, metode pendekatan,
teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Serta berisi
tentang sistematika penulisan

: Pada BAB 2 ini merupakan tinjauan teori mengenai kewenangan
wakil presiden dan menteri negara dalam sistem pemerintahan
Indonesia berdasarkan dinamika konstitusi di Indonesia,
sehingga sub-bab nya terdiri dari teori konstitusi, teori sistem
pemerintahan  (teori sistem pemerintahan presidensial,
parlementer, quasi presidensial dan campuran), serta teori
sistem pemerintahan menurut dinamika konstitusi di Indonesia
(UUD 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS, UUDS 1950,
UUD 1945 amandemen), teori kelembagaan negara, pengisian
jabatan, teori kewenangan, hubungan kewenangan antara

presiden, wakil presiden dan menteri negara.

: Pada BAB 3 ini berisi tentang kewenangan wakil presiden dan

menteri negara dalam praktek ketatanegaraan, yang terdiri dari
sub-bab kewenangan presiden, kewenangan wakil presiden dan

kewenangan menteri negara

: Pada BAB 4 ini berisi tentang analisis mengenai kewenangan

wakil presiden dan menteri negara, serta hubungan kewenangan
antara wakil presiden dan menteri negara. sehingga pada bab 4
ini menganalisis bab 2 dan bab 3 dikaitkan dengan identifikasi

masalah.

: Pada BAB 5 ini merupakan penutup. Dalam penutup terdiri dari

kesimpulan dan saran.
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